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ABSTRAK

ANGGA DWI BAKTI. NPM.19810405. 2022.ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMALSUAN SURAT IJIN MENGEMUDI. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas
Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing | Dr. Afif Khalid, S.H.1.,
S.H., M.H. Pembimbing Il Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Sanksi Pidana Pemalsuan, Surat Ijin Mengemudi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum surat ijin mengemudi
dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap
pemalsuan surat ijin mengemudi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan
dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan
3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan
lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil
penelitian menunjukan Ketentuan hukum Surat ijin Mengemudi diatur dalam Pasal 77 ayat
(1) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seluruh
pengemudi kendaran bermotor diwajibkan untuk mempunyai SIM dengan berdasarkan
kendaraan yang mereka miliki, seperti SIM C diperuntukan bagi kendaraan roda 2, SIM A
diperuntukan bagi kendaraan roda 4,dan lain lainnya. Seseorang yang tidak memiliki SIM
dengan demikian belum dianggap mampu dan terampil dalam mengemudikan kendaraan
bermotor di jalan. Adapun Sanksi pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah
jelas diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yang kemudian di perjelas pada pasal
264 KUHP ayat (1) angka 1, sebagai akta-akta otentik. Untuk menentukan bahwa suatu
perbuatan disebut sebagai tindak pidana Pemalsuan SIM dan pelaku pengguna SIM palsu
harus memenuhi unsur yang terdapat didalam pasal 263 KUHP, yaitu diancam dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
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